PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN ADMINISTRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA

Menimbang :

Mengingat

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

a.

WALIKOTA LANGSA,

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang
efektif dan efisien, maka perlu didukung Pegewai Negeri Sipil
yang berkualitas, profesional, memiliki keunggulan
kompettitif serta memegang teguh etika birokrasi dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat;

. bahwa untuk mencapai prinsif objektifitas, transparansi dan

keadilan dalam proses pengangkatan, pemindahan dan
pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Administrasi maka perlu menetapkan nilai-nilai impersonal,
keterbukaan dan penetapan persyaratan jabatan yang
terukur secara profesional bagi Pegawai Negeri Sipil;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Langsa tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
Dalam Jabatan Administrasi Di Lingkungan Pemerintah Kota
Langsa;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor 3851);

. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan

Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor 4110);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor 4633);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor 4450);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun ...



Menetapkan :

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2044 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor 4450);

. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa
(Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Kota Langsa Nomor 614);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PENGANGKATAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN ADMINISTRASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

WM =

. Daerah adalah Kota Langsa.

. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.

. Walikota adalah Walikota Langsa.

. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah

Pegawai Negeri Sipil Kota Langsa yang bekerja pada
Pemerintah  Kota Langsa dan atau dipekerjakan/
diperbantukan di luar instansi Pemerintah Kota Langsa.

. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Langsa.
.Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi

fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta
administrasi pemerintah dan pembangunan.

.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota
Langsa.

.Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang

selanjutnya disingkat Baperjakat adalah Tim penilai kinerja
pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Langsa
yang bertugas mengelola penilaian kinerja pegawai negeri sipil
guna memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota
dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS
dalam dan dari jabatan selain jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama dan/atau pemberian saran/ pendapat/masukan
terhadap pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
dan/atau memberikan pertimbangan untuk kenaikan pangkat
bagi PNS yang menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa

baiknya ..,



baiknya dan/atau yang menemukan penemuan baru yang
bermanfaat bagi negara di lingkungan Pemerintah Kota
Langsa.

BAB 11
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai dasar hukum
pelaksanaan Tata Cara Pengangkatan Dalam Jabatan
Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tata cara dan persyaratan pengangkatan dalam jabatan
administrasi  ini  bertujuan untuk menjamin proses
pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat yang
profesional dan akuntabel.

Pasal 4

Ruang lingkup pengangkatan jabatan administrasi dalam
Peraturan ini meliputi :

a. jabatan administrator;

b. jabatan pengawas; dan

c. jabatan pelaksana.

BAB III
PERSYARATAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN
ADMINISTRASI

Pasal 5

(1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan
Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a
sebagai berikut:

a. berstatus PNS;

b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah
sarjana atau diploma IV;

c. memiliki pangkat/golongan ruang sekurang-kurangnya
Penata (III/c);

d. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

e. memiliki pengalaman pada Jabatan pengawas paling
singkat 3 (tiga) tahun atau JF yang setingkat dengan
Jabatan pengawas sesuai dengan bidang tugas Jabatan
yang akan diduduki;

f. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai
baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

g. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan
Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi
yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim
penilai kinerja PNS di instansinya; dan

h. sehat jasmani dan rohani.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan bagi PNS yang mengikuti dan lulus sekolah
kader dengan predikat sangat memuaskan.

Pasal 6 ...



Pasal 6

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pengawas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebagai berikut :
a. berstatus PNS;

b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah
diploma IIT atau yang setara;

c. memiliki pangkat/golongan ruang sekurang-kurangnya Penata
Muda (IlI/a);

d. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

e. memiliki pengalaman dalam Jabatan pelaksana paling singkat
4 (empat) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan
pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan
diduduki;

f. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai
baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

g. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan
Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang
dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja
PNS di instansinya; dan

h. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 7

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pelaksana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sebagai berikut:

a. berstatus PNS;

b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah
sekolah lanjutan tingkat atas atau yang setara;

c. telah mengikuti dan lulus pelatihan terkait dengan bidang
tugas dan/atau lulus pendidikan dan pelatihan terintegrasi;

d. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

e. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan
Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi
yang ditetapkan; dan

f. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 8

(1) Baperjakat dalam proses pengangkatan jabatan administrasi
melakukan penilaian terhadap PNS yang memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(2) Baperjakat mengusulkan 3 (tiga) orang calon untuk tiap-tiap
jabatan administrasi yang lowong untuk diajukan kepada
Walikota.

(3) Walikota selaku pejabat pembina kepegawaian berwenang
memutuskan salah satu dari 3 (tiga) calon yang diajukan
oleh Baperjakat pada tiap-tiap jabatan administrasi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



Agar setiap orang mengetahumya memerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 17 Oktober 2018 M
8 Shafar 1440 H

2 _4_WALIKOTA LANGSA,
(“M‘l 2

4 USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 17 Oktober 2018 M
8 Shafar 1440 H

‘@ SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2018 NOMOR 743



